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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik.

Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE ditujukan untuk mengetahui capaian kemajuan
pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, memberikan saran perbaikan

untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE, dan meningkatkan pelaksanaan SPBE pada

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2018 dapat digunakan sebagai pedoman
oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan
pengembangan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas,
terintegrasi, dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur

sipil negara, dan instansi pemerintah.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan

termasuk Tim Evaluator Eksternal dari Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, Maret 2018
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Peraturan Presiden No 95 tahun 2018 tentang Sistem PemeritnBerbasis Elktronik (SPBE). =

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2018

2. Peraturan Menteri Pemberdayaaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi No 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

r

Penerapan SPBE dinilai dengan metode Tingkat Kematgan SPBE yang meruaka erangka kerja untumngur derajat kmatang

pensrapan SPEE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat Kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level,
dimanza masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan
evaluasi mandini dan wawancara yang dibuktikan dengan data dan dokumen pendukung.

*Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum
ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan
secara ad-hoc.

* Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi
sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta
proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-
dasar manajemen terdokumentasi.

2. Terkelola

* Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi
3. Terstandar- semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta
disasi proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya
dengan standardisasi.

* Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi
kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah
serta proses tata kelola dilaksanakan dengan
pengukuran kinerja secara kuantitatif.

4. Terintegrasi
dan Terukur

* Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi
terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan
internal dan eksternal serta proses tata kelola
dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.

5.0ptimum

Domain 1 - Kebijakan SPBE

® Layanan SPBE dalam bentuk

1. Informasi informasi satu arah.

*® Layanan SPBE dalam bentuk
informasi dua arah.

2. Interaksi

® Layanan SPBE dalam bentuk

3. Transaksi pertukaran informasi dan Iavanar}.

¢ Layanan SPBE terintegrasi dengan

4. Kolaborasi layanan SPBE lain.

* Layanan SPBE dapat beradaptasi
terhadap perubahan lingkungan
internal dan eksternal.

17%
Aspek 1 - Kebijakan Tata Kelola SPBE 7% b ALAENSRCS s i
Aspek 2 - Kebijakan Layanan SPBE 10% 1 4,2-5,0 Memuaskan
Domain 2 - Tata Kelola SPBE 28% 2 3,5=<432 Sangat Baik
Aspek 3 - Kelembagaan 8% 3 e Baik *
Aspek 4 - Strategi dan Perencanaan 8%
Aspek 5 - Teknologi Informasi dan Komunikasi 12% g JE =358 il
Domain 3 - Layanan SPBE 55% g = Hiirong
Aspek 6 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik 33% *) Target penilaian: Predikat Baik
Aspek 7 - Layanan Publik Berbasis Elektronik 22% (indeks minimal 2,6)

Indeks

Nasional Kementerian

1,98 2,97

Kebijakan Tata Kelola
Kebijakan Layanan

Kelembagaan
Strategi & Perencanaan
Teknologi Informasi dan Komunikasi

Administrasi Pemerintahan
Layanan Publik

Rata-rata nilai
LPNK =2

2,73

Provinsi Kabupaten

2,27 1,77

187 <[ 148
2,10 1,61
1,85

2,22
2,13




Kebijakan Tata Kelola SPBE | 1,57
Kebnjak:n Tata Kelola ~ Kebijakan Layanan SPBE 2,20

Layanan Publik 3 Kebijakan Layanan : e 5 i PR
Kelembagaan 1,00

Strategi& Perencanaan 1,50 :

Layanan Adpem Kelembagaan His : » = '12"00 z

N Sratagi dan Administrasi Pemerintahan
Perencanaan Pelayanan Publik 1,33

1,74
(Kurang)

Nilai Indeks Aspek SPBE

——, = T 3rget

¢t IYPIUVRIWYWY YYD YRLWLVYYIYVYLRLLUYOLUYYDUYYY

A. Kebijakan Tata kelola

Kekuatan

Kelemahan

Kebijakan tata kelola masih dalam bentuk konsep (kebijakan tim pengarah SPBE dan rencana induk) atau
kebijakan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan instansi: kebijakan integrase proses
bisnis, anggaran dan belanja TIK, integrasi system aplikasi dan kebijakan penggunaan aplikasi berbagi
pakai.

B. Kebijakan Layanan

Kekuatan

Pada aspek ini, kebijakan layanan pengaduan menjadi kekuatan karena telah diintegarasikan dengan
aplikasi lain. Selain itu, Pemkot Singkawang juga telah menerapkan kebijakan SIPKD melalui Perda
no.2/2008 yang sudah mengatur seluruh kebutuhan manajemen keuangan instansi.

Kelemahan

Kebijakan layanan naskah dinas, manajemen kepegawaian, perencanaan dan penganggaran, manajemen
kinerja, pengaduan public, dan JDIH masih pada taraf memenuhi sebagian kebutuhan instansi. Selain itu,
kebijakan WBS belum disusun.

C. Kelembagaan

Kekuatan

Kelemahan

Tim Pengarah SPBE menjalankan fungsi secara adhoc serta integrasi proses bisnis belum terstandardisasi
sehingga aspek kelembagaan dalam tata kelola masih menjadi kelemahan dalam penerapan SPBE Kota
Singkawang.

D. Strategi dan Perencanaan

Kekuatan

Kelemahan
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Pada aspek ini, Kota Singkawang masih memiliki kelemahan karena rencana induk TIK masih berupa
konsep. Sedangkan perencanaan dan penganggaran TIK sudah tertuang dalam rencana anggaran dan
belanja tahunan.

E. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Kekuatan

Kelemahan

Kelemahan terlihat pada hal berikut: belum semua prosedur pengoperasian pusat data diterapkan; SPSE
dan SAPK aplikasi umum berbagi pakai baru dimanfaatkan oleh sebagian unit.

F. Administrasi Pemerintahan

Kekuatan

Layanan pengadaan sudah sampai level kolaborasi dimana layanan LPSE sudah terintegrasi dengan

layanan lainnya serta terdapat kolaborasi antar instansi di dalam penggunannya. Mengikuti standar yang
diberlakukan oleh LKPP.

Kelemahan
Layanan naskah dinas dan manajemen perencanaan masih bersifat satu arah atau hanya digunakan untuk
mendesiminasikan informasi. Sedangkan layanan manajemen kepegawaian, penganggaran, keuangan

hanya berada pada tingkat interaksi yang sudah digunakan untuk pencarian informasi, pengiriman
dokumen, dan penerimaan dokumen.

G. Pelayanan Publik

Kekuatan

Kelemahan

Layanan pengaduan, WBS, dan beberapa layanan lain masih bersifat satu arah. Sedangkan layanan JDIH
sudah pada tingkat interaksi yang dapat digunakan untuk mengunduh dan mengunggah dokumen.

No Indikator Rekomendasi
Kebijakan internal Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau
1 Kebijakan Internal Tim sejenisnya sebaiknya ditetapkan dan memuat pengaturan tugas-tugas yang
Pengarah SPBE mendukung penerapan SPBE yang terpadu pada semua unit
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah
Kebijakan Internal Kebijakan internal proses bisnis sebaiknya dilengkapi dengan memuat
2 | Inovasi Proses Bisnis pengaturan tersusunnya proses bisnis yang terintegrasi antar unit
Terintegrasi kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Bebijakan Internal Kebijakan internal rencana induk SPBE sebaiknya ditetapkan dengan

3 RencanaInduk SPBE memuat ;.>e.nga.tl.1ran tersysunnya rencz-ana induk yang mencakup secara
lengkap visi, misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE.
ij I : . .
QR Internal . Kebijakan internal rencana dan anggaran TIK sebaiknya dilengkapi dengan
4 | Anggaran dan Belanja . .
TIK memuat pengaturan terkait penyelarasan dengan rencana induk SPBE.
Kebijakan Internal Kebijakan internal pengoperasian pusat data sebaiknya ditetapkan dengan
5 | Pengoperasian Pusat memuat pengaturan pengoperasian dan pemanfaatan pusat data bagi
Data semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
4
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Kebijakan Internal

Kebijakan internal integrasi sistem aplikasi sebaiknya dilengkapi dengan
memuat pengaturan integrasi sistem aplikasi yang didasarkan pada integrasi

LR IR RV IRV R AR CIRVIRVIRVIRVIRS

6 - !
Integrasi Sistem Aplikasi | proses bisnis antar unit kerja/perangkat daerah di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.
Kebijakan Internal Kebijakan internal penggunaan aplikasi umum berbagi pakai sebaiknya
7 | Penggunaan Aplikasi dilengkapi dengan memuat pengaturan penggunaannya di semua unit
Umum Berbagi Pakai kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kebijakan internal layanan naskah dinas sebaiknya dilengkapi dengan
8 Kebijakan Internal memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan naskah dinas
Layanan Naskah Dinas secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.
Keliahaminternal Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian sebaiknya dilengkapi
. dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan
S | Layanan Manajemen . : . 5 5
T . manajemen pegawai secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Eeikan internal Kebu.akan In_ternal La_xyanan Manajemen Perencanaaan dan Penganggaran
E sebaiknya dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan
Layanan Manajemen s
10 penggunaan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara
Perencanaaan dan : . . i i
TR elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi
Eanes Pusat/Pemerintah Daerah.
Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan sebaiknya dilengkapi
dengan memuat pengaturan kebutuhan integrasi layanan manajemen
Kebijakan Internal perencanaan dan penganggaran secara elektronik dengan layanan SPBE lain
11 | Layanan Manajemen yang sudah tersedia di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah atau integrasi
Keuangan layanan manajemen perencanaan dan penganggaran secara elektronik
antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau antar Instansi Pusat
dengan Pemerintah Daerah.
R Bliakan internal Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja sebaiknya dllengkapi dengan
. memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan manajemen
12 | Layanan Manajemen A X . : ;
Kineria kinerja secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di
] Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Kebijakan Internal Layanan Pengadaan sebaiknya dinilai dan dievaluasi
13 Kebijakan Internal secara berkala terhadap perubahan-perubahan di internal dan eksternal di
Layanan Pengadaan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, serta menerapkan manajemen
perubahan.
Eeliiakan Internial Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik sebaiknya dilengkapi dengan_
memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan pengaduan publik
14 | Layanan Pengaduan : X . ’ .
. secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi
Publik -
Pusat/Pemerintah Daerah.
L Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebaiknya
Kebijakan Internal . -
. dilengkapi dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan layanan
15 | Layanan Dokumentasi . . L ” :
B o rmasi Hukum dokumentasi dan informasi hukum secara elektronik pada semua unit
kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
. Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System (WBS) sebaiknya
Kebijakan Internal :
: ditetapkan dengan memuat pengaturan kebutuhan dan penggunaan
16 | Layanan Whistle - . . .
Blowing System (WBS) layanan WBS secara elektronik pada semua unit kerja/perangkat daerah di
&Y Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
bijakan | IL Publik sebaiknya dilengkapi dengan memuat
il nternal K:nU:tj:anntkee?uatu;:r?zzrr‘\ l:enI jiazln rl‘:aan::\ngubri)k secagra elektronik
17 | Layanan publik Instansi peng PERSS Y P

Pemerintah

pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah
Daerah.
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Tim Pengarah SPBE

Tim Pengarah SPBE atau Tim Pengarah TIK atau sejenisnya sebaiknya

18 . - ditetapkan, serta menjalankan tugas dan fungsinya secara menyeluruh
Instansi Pemerintah . = : .
sesuai dengan kebijakan internal yang telah ditetapkan.
) 2> Proses bisnis sebaiknya ditetapkan sesuai dengan kebijakan internal, serta
Inovasi Proses Bisnis ; : ' 3 :
19 i diterapkan pada semua unit kerja/perangkat daerah di Instansi
® Pusat/Pemerintah Daerah.
- P : - | eE
Rencana Induk SPBE Re.n_cana |ndl..1k SPBE seballknya ditetapkan secara lengkap mensakup visi,
20 ) ) misi, strategi, sasaran, arsitektur, dan peta rencana SPBE sesuai dengan
Instansi Pemerintah . ) ;
kebijakan internal yang telah ditetapkan.
P — Perencanaan dan pe.nga.ngga.ran TIK yang tertuang dalam rejncana kerja
. : anggaran tahunan di unit kerja/perangkat daerah dan sebaiknya seluruhnya
21 | Teknologi Informasi . . . i -
B dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang berfungsi
Komunikasi
melaksanakan pengelolaan TIK untuk keterpaduan.
- Prosedur pengoperasian baku untuk pemanfaatan pusat data (data center)
Pengoperasian Pusat . . . . ;
22 ke sebaiknya diterapkan secara konsisten kepada semua unit kerja/perangkat
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
i Sistem Aplikasi Integrasi sistem apllka?5| sebaiknya diterapkan seca.ra menye!uruh
berdasarkan pada arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
. Aplikasi umum sebaiknya diterapkan dan digunakan oleh seluruh unit
Penggunaan Aplikasi ) ; 2 -
24 i : kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah berdasarkan
Umum Berbagi Pakai : . )
arsitektur dan peta rencana dari rencana induk SPBE.
Layanan naskah dinas elektronik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
transaksi dimana proses-proses pada penggunaan naskah dinas elektronik
dilaksanakan secara otomasi seperti mengunggah e-dokumen dan
25 | Layanan Naskah Dinas memasukkan informasi ke dalam sistem, serta sistem dapat merespon
kepada pengguna terhadap mekanisme persetujuan, penyematan tanda
tangan digital dan pengiriman naskah dinas elektronik ke tujuan penerima
di internal Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.
Layanan manajemen kepegawaian sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
% Layanan Manajemen transaksi dimana proses-proses pada manajemen kepegawaian
Kepegawaian dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan dan verifikasi
terhadap transaksi kenaikan pangkat, pengajuan cuti, dan sebagainya.
Layanan manajemen perencanaan kegiatan sebaiknya ditingkatkan menjadi
7 Layanan Manajemen layanan transaksi dimana proses-proses pada manajemen perencanaan
Perencanaan kegiatan dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan,
verifikasi, validasi, analitik data perencanaan dan lain sebagainya.
Layanan manajemen penganggaran sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
R T— tr'ansaksi dimana proses-pro'ses pad-a .manajemen pen.ganggara?rf .

28 L. dilaksanakan secara otomasi seperti tindakan persetujuan, verifikasi,
EEe validasi, analitik data perencanaan terhadap transaksi penyusunan
anggaran, revisi anggaran, dan sebagainya

Layanan manajemen keuangan sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
. transaksi dimana proses-proses pada manajemen keuangan dilaksanakan
Layanan Manajemen . . ] z
29 secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi keuangan,

Keuangan

dan sistem dapat merespon kepada pengguna untuk mekanisme
persetujuan, verifikasi, validasi, dan analitik data keuangan.
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Layanan Manajemen
Kinerja

Layanan manajemen kinerja sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
transaksi dimana proses-proses pada manajemen kinerja dilaksanakan
secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait
kinerja, dan sistem dapat merespon kepada pengguna seperti mekanisme
persetujuan kinerja organisasi dari atasan dan validasi kinerja.

31

Layanan Pengadaan

Layanan pengadaan yang terintegrasi sebaiknya ditingkatkan menjadi
layanan optimalisasi dimana dapat melakukan pemenuhan permintaan
perubahan layanan, penyesuaian terhadap perubahan-perubahan internal
dan eksternal di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah, dan penerapan
manajemen perubahan.

32

Layanan Pengaduan
Publik

Layanan pengaduan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan
transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan dilaksanakan
secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah informasi terkait
pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna yang melaporkan
pengaduan mengenai transparansi alur proses dan progres penyelesaian
dari pelaporan tersebut.

33

Layanan Dokumentasi
dan Informasi Hukum

Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) sebaiknya
ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan
dokumendasi dan informasi hukum dilaksanakan secara otomasi seperti
mengunduh atau mengunggah informasi terkait dokumentasi dan informasi
hukum, melakukan pengajuan penambahan informasi dokumentasi hukum
baru, proses validasi serta persetujuan dokumentasi informasi hukum baru
yang diajukan, dan pencarian informasi hukum berbasis kecerdasan.

34

Layanan Whistle-
Blowing System

Layanan whistle blowing system (WBS) sebaiknya ditingkatkan menjadi
layanan transaksi dimana proses-proses pada layanan pengaduan yang
mendukung kerahasiaan pelapor dan menerapkan mekanisme nirsangkal
dilaksanakan secara otomasi seperti mengunduh atau mengunggah
informasi terkait pengaduan, dan sistem dapat merespon kepada pengguna
yang melaporkan pengaduan mengenai transparansi alur proses dan
progres penyelesaian dari pengaduan tersebut.

35

SIRUP

Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana
pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat
menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi
layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).

36

SAPA

Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana
pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat
menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi
layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).

37

PPID

Layanan publik sebaiknya ditingkatkan menjadi layanan transaksi dimana
pengguna dapat dengan mudah mendapatkan layanan dan sistem dapat
menjalankan otomasi proses bisnis layanan dan menerapkan transaksi
layanan ke dalam basis data secara daring (on-line).
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Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

Lo Seas L

Indikator

Nilai Tingkat
Kematangan

1 Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah it
2 Kebijakan Internal Inovasi proses bisnis terintegrasi 2
3 Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah 1
4 Kebijakan Internal Anggaran dan Belanja TIK 2
5 Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data 1
6 Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi 2
7 Kebijakan Internal Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai 2
8 Kebijakan Internal Layanan Naskah Dinas 2
9 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kepegawaian 2
10 Kebijakan Internal Layanan Manajemen Perencanaan dan Penganggaran 2
11 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Keuangan 3
12 | Kebijakan Internal Layanan Manajemen Kinerja 2
13 | Kebijakan Internal Layanan Pengadaan 4
14 | Kebijakan Internal Layanan Pengaduan Publik 2
15 | Kebijakan Internal Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2
16 | Kebijakan Internal Layanan Whistle Blowing System il
17 | Kebijakan Internal Layanan publik Instansi Pemerintah 2
18 | Tim Pengarah SPBE Instansi Pemerintah 1
19 Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi 1
20 | Rencana Induk SPBE Instansi Pemerintah ik
21 | Anggaran dan Belanja TIK 2
22 Pengoperasian Pusat Data 2
23 Integrasi Sistem Aplikasi 2
24 | Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai 2
25 | Layanan Naskah Dinas 1
26 Layanan Manajemen Kepegawaian 2
27 Layanan Manajemen Perencanaan 1
28 Layanan Manajemen Penganggaran 2
29 Layanan Manajemen Keuangan 2
30 Layanan Manajemen Kinerja 2
31 | Layanan Pengadaan 4
32 | Layanan Pengaduan Publik 1
33 | Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum 2
34 | Layanan Whistle Blowing System 1
35-1 | SIRUP 2
35-2 | SAPA 1
35-3 | PPID il




